SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Menimbang

Mengingat

o

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

. bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit Khusus Jiwa
Soeprapto Bengkulu sebagai Badan Layanan Umum Daerah
Pemerintah Provinsi Bengkulu, maka sesuai ketentuan
Pasal 58 ayat {3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61
Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan
Umum Daerah, tarif pelayanan kesehatan Badan Layanan
Umum Daerah Rumah S8akit Khusus Jiwa Soeprapto
Bengkulu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka tarif pelayanan kesehatan Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Jiwa
Sceprapto Bengkulu sebagaimana diatur dalam Peraturan
Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Umum perlu dicabut dan disempurnakan
sesual dengan kebutuhan hukum saat ini;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Bengkulu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Umum;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Repubik Indonesia Nomor 4355};

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



10.

11.

R

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tamhahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049},

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan  Pemermmtahan di Provinsi Bengkulu
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2854);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum {(Lembaran
Negara Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 35340);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);



Lad

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310j;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lesnbaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007
Nomor 6J;

15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga
Teknis Daerah, sebagaiman terakhir diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 10 Tahun
2013 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Provinsi
Bengkulu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 10);

16. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 9 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum {Lembaran Daerah Provinsi
Bengkulu Tahun 2011 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

Menetapkan :

dan
GUBERNUR BENGKULU
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 9
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.
Pasal 1
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu
Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran

Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 9), diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut:



Ketentuan Pasal 2 ayat (1} huruf a dihapus, sehingga Pasal 2 avat
(1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Jenis retribusi jasa umum yang diatur dalam peraturan daerah

ini meliputi:

a. Dihapus;

b. Retribusi pengujian kendaraan bermotor;

c. Retribusi penggantian biaya cetak peta;

d. Retribusi pelavanan tera/tera ulang.dan

e. Retribusi pelayanan pendidikan.
Ketentuan Bab II Bagian Kedua yang memuat Pasal 3 sampai
dengan Pasal 5 dihapus.
Ketentuan Lampiran [ yang mengatur Tarif Retribusi Pelayanan
Kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Bengkulu
dihapus.

Pasal 1I
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Tarif Pelavanan
Kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Jiwa Soeprapto Bengkulu
selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bengkulu.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 22 — 09 -2015

GUBERNUR BENGEKULU,
trd

H. JUNAIDI HAMSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 22 - 09 - 2015

Plit. SEKRETARIS DAERAH PROVINS] BENGKULU
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

ttd
H. SUMARDI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU:(4/2015}

Salinan sesuai dengan aslinya
/% Kepala Birg Hukum

M. IKHWAN, SH, MH
Pembina Tk. 1
Nip. 19690905 199403 1 011




